[SALINAN |

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR: 40 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT!I SUMBA BARAT,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi
masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi
keadaan darurat, bencan@ alam danfatau pasca bencana alam,
bencana sosial danfatan gejolak harga pangan, perle pengelolaan
cadangan pangan agar cadangan pangan selaly dalam jumlah yang

cukup dan dapat digunakan setiap saat;

b bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketehanan Pangan dan
Gizi. untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah
kabupaten/kota, bupati menyelenggarakan pengelolaan, pengadaan
dan penyaluran cadangan pangan pemerntah;

c bahwa untuk mewujudican Ketahanan pangan, periu  adanya
penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan

bagian dari Sub Sistern Cadangan Pangan Nasional,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakstd pada
huruf 2, huruf b dan huruf G peru menetapkan Paraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Mengingat - 4. Undang—Undang Nomor ©9 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah — daerah Tingkat It datam Wilaysh Daerah — daerah Tingkat |
Bali. Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur  (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
2 t ambaran Negasa Republik Indonesia Nomor 1655Y,
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Undang— Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopesia Nomaor 53607

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Noemor 244, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomord1,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856):;

Peraturan Pemerintaly Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 60, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5680)

Peraturan Menteri Pertantan/Ketva Herian Cewan  Ketzhanan
Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Sarat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pengelclaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Surnba Barat Nomor 0083y

. Peraturart Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Surmba Barat
Tahun 2023 Nomor 5y,

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Oaerah Kabupaten Sumba Barat
Tabun 2023 Nomor 28);




MEMUTUSKAN ;

Menetapkan PERATURAN  BUPATI TENTANG  PENYELENGGARAAN

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ni yang dimaksud dengan:

1.

Cadangan Pangan Pemerintah Daeralr adalah persediaan pangan yang dikuasal dan
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan

3,

dkelola oleh pemerintah desa.

Ketahanan Pangan adatah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutubnya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak berentangan
dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktf, dan
produkti.f serta berkelanjutan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan afr, bak yang diglah
maupun yang idak diolah yang diperuniukkan sebagal makanan dan minuman bagi
komsiumst manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengclahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.

Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagat makanan utama sehari — hari
sesuai dengan potens sumber daya dan kearifan lokal,

Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan
sehingga masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk
pada pefode terjadinya kefidak seimbanghya yang besar amtara penyediaan dan
kebutuhan.

Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan
kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya,
meskipun dapat diperkirakan.

Rewan pangan adatah kondisi untuk suaty daerah, masyarakat, rumah tangga yang
tingkat ketersedizan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar
kebutuhan fisiolegi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan deh penstiva atau serangkaan
pefistiwa yang disebabkan okh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, ahgin topan, tanah longsor, dan kejadiaan antariksa/benda angkasa,
kebakaran hutanfiahan karena faktor aiam.




man pangan pasca bencana adalah kondsi adanya ancaman tefhadap kecukupan

dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak

dapat segera diatasi.

11.Rawan pangan transien {sementara) adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat
mendadak dan sementara.

12 Kerawanan kronis merupakan kondisi kurang pangan atau tidak kecukupan pangan
secara menetap akibat tidak kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang
dibutuhkan melalui pembelian dipasar atau produksi sendiri.

13.Gejolak harga pangan adalah kenakan harga pangan pokok vyang ditingkat pasar
mencapai 10 % atau lebh deri harga normel paling sedikit 1 (satu} minggu dan dapat
meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras
miskin.

14.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat

15 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

16Bupafl adalah Bupati Kabupaten Sumba Barat

17.Dinas adalah dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten sumba barat.

18.Kepata Dinas adalah kepala dinas pertanian dan  ketahanan pangan Kabupaten
Sumba Barat.

19.Camat adalah camat/pimpinan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.

20 Lurah adalah lurah/pimpinan pemerintah  kelurahan dalam wilayah Kabupaten
Sumba Barat.

21.Xepala Desa adalah pimpf.nan desa/kepala desa datarn wilayah Kabupaten Sumba Barat.

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan cadangan
pangan pemeriniah daerah untsk mendulumg penyediaan pangan pokok guna mamenuhi
kebutuhan masyarakat miskin danfatau masyarakatl yang mengatami rawan pangan,
keadaan darurat, gejelak harga pangan dan rawan pangarn.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Peraturan bupati ini bertujuan untuk :
a. menyediakan pangan bagi masyarakat miskn danvatau rawan pangan yang terkena

rawan pangan ransien;




enchi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang
mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, dan

¢ meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin danfatau rawan pangan akibat gejolak

harga.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4
Sasaran penyelenggara cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang
mengatami
a rawan pangan kroms karena rmisking
b. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan carurat;

¢ rawan pangan transien danfatau dalam kondisi darurat karena bencana;
d perubahan gejoiak harga yang signifikan.

Bagian Keempat
Indikator Keberhasilan

Pasal 5
Indikator keberhasitan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah adalah
terpenuhinya kebutuban pangan pokok rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan secara
cepal dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat sérta pencegahan kerawanan
pangen.

BAB i
JENIS, JUMLAH, DAN KUALITAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesaty
Jenis

Pasal &
Jenis cadangan pangan pemerintah daerah adatah pangan pokok berupa beras

Bagian Kedua
Jurmiah

Pasal 7
(1)Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal B
ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang — Undangan
(2) Jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dihitung dengan memperiimbangkan :
a produksi beras didaerah;
b, kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat;




erawanan pangan didaerah,

d Kkebutuhan komsumsi masyarakat.

(3) Rumus cara perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sabagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisankan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kualitas

Pasal 8
()Cadangan pangan sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan
kualitas dan layak komsumsi.
(2) Persyaratan kualitas sebagaiman dimaksud pada ayat {1) ditetapkan menurut spesifikasi
tertentu dengan mempernatiakan kadar ar, butik patah, kadar menir dan derajat 5050h.

BAB N

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAM

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasai 9
(1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah  daerah yang bersumber dart anggaran
pendapatan dan belanja daerah mengacuh pada ketentuan peraturan perundang -
undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
{2} Selain melalui pengadaan sebagalman dimaksud pada ayat {1}, cadangan pangan dapat
diperaleh dari bantuan cadangan pangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10 :

(1) Pengelotaan cadangan pangan pemesintah  daerah dilaksanakan untuk menjaga
kecukupan pangan baik dalam jumiah maupun mutu antar waktu

{2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayal {1}
mefiputi
a penyelenggaraan adminisirasi penyimpanan;
b. pemerksaan persediaan (stock opname) secara berkala atau insidentil,
¢ pencegahan kerusakan dan perawatan cadangan pangan;
d pertanggung jewaban pengelokaan gudang.




Pasai 11
{1)Cadangan pangan pemertintahr daerah yang telah melampui batas waktu penyimpanan
dan berpotensi mengalami kerusakan atau penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
(2) Batas wakiu penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah paling lama 120
(seratus cua puluh) han kelender, terhitung Sejak cadangan pangan pemerintan daeran
ditempatkan digudang.
{3} Pelepaéan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat ditakukan melalui :
a. penjualan,
b. pengolaharn;
¢ p&nukaran
d. hibah.
(4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a disetor ke kas daerah.

Pasal 12
{1) Pengelclaan cadangan pangan pemerintah daerah harus dapat memgpertanggung
jawabkan jumlah beras yang disalurkan serta persediaan yang tersimpan dalam gudang.

{2} Pengelolaan sebaga’mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 13

(1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan persetujuan
Bupati.

(2} Persetujuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan kepala dinas,
kepala desa danfatau urah.

{3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan
mempearhatikan :
a hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi dari dinas;
b, hasil verifikasi terhadap calon peneima oleh §m verifikasi dinas;
¢ pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap paling kurang 5 % {lima persen) dar calon

penerima bantuan yang ditetapkan secara acak .

Pasal 14
Jumiah cadangan pangan yang disalurkan disesuaikan dengan indeks kebutuhan per
individu per hari yakni sebesar 300 (figa ratus)gram perhari untuk jangka wakiu paling 'ama
14 (empat belas) hari.




Pasal 15

(T)intuk menunjang kelancaran penyelanggaraan cadangan pangan pemerintah daerah
dibentuk tim pelaksana.

(@) Tm pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam
mengupayakan penyediaan dan penyaturan cagangan pangan pemer.ntah daerah,

(3} Kepala dinas sebagai ketua tim mengeluarkan pesan antar/DO (defivery order) kepada
pengelola gudang cadangan pangan pemerintah daerah tentang volume berasadan lckasi
sasaran penyaluran.

(4) Keanggotaan tm pelaksana sebagai man dimaksud padia ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua : Kepata Dinas
b Sekretaris : Sekretaris Dinas
c Anggota

1. Unsur Dinas,

Unsur Dinas Sosia

Unsur Penanggulangan Bencana Daerah:

Unsur Depot Legistic Sub Devisi Regional wilayah Sumba Barat;
Unsur bagian Perekonomian pada Seida Kab. Sumba Barat:

Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah,

(5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cleh Bupati.

[« BT B TR N

Pasal 6
(1) Penyaluran Cadangan Fangan Pemerintah daerah kepada kepala keluarga sasaran
ditakukan metalui pemerintah desa/kelurahan.
(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dtuangkan dalam berita acara sersh terima yang diketahui oleh Camat setempat.
(3) Format berita acara serah texirna sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam
lampiran Il yang merupakan bagian 1 dek terpisankan dari Peraturan Bupati i,

Pasal 17
(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah sampai pada titk bagi, yakni
dikantor kepala desa atau kantor kelurahan satempat,
(2) Biaya sebagaimana dimaksug pada ayat (1) ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAS V
PELAPORAN

Pasal 18
Kepaia Dinas melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada
Bupati secara periodik setiap 3 (liga) bulan atau sewakty — wakiy apabila diperukan.




BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 19
Pembiayaan atas penyelanggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dar

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB I
PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati inimulal berfaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan d Waikabubak
pada tanggal, 4 “ovmbe 2032

BLEP AT SUMBA BARAT
ttd

IAOCBANIY BADE

Diundangkan di VWaikabubak
Pada tanggal, 2 Novewber 202%

SEKRETARIS DAERAH
KABUP ATEN-SUMBA BARAT

ttd

PAYERMA NDARA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR. 47
Salinan sesuai dengan aslinya

/

AGU SE. JAHA, SH
Pembina Tk. I- IV/b

NIP. 19690824 200312 1 006
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PIRAN | PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT [S ALINAN ]

NOMOR : 4o  TAHUN 2023
TANGGAL A NCVEMBER 2023
TENTANG . PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

A Variabel perhitungan jumiah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Produksi beras didaerah
Dihitung berdasarkan proporst produksi kabupaten/kota terhadap totai produksi
provinst.

2 Kebutuhan untuk pananggulangan keadaan darurat didaerah dihitung berdasarkan
presentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.

3. Kerawanan pangan didaerah
Dihitung berdasarkan presentase prevalensi kerawanan pangan.

4 Kebutuhan komsumsi masyarakat didaerah

Dihitung berdasrkan komsumsi beras perkapita pertahun dikali jumlab penduduk.
5 Potensi sumber daya didaerah

Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah,

B. Tahapan perhilungan jumiah cadangan beras pemeifiniah daesab sebagai berkut
1. Tahap 1

Manghitung data dasar untuk perhitungan cadangan beras daerah (DDCBD;}

Data dasar cadangan beras daerah (DOCDB) adalah total jumlah CBPD, CBPK
CBPP dan cadangan beras masyarakat & 1 (satu) wilayah provinsi

Perhitungan DDCBD berdasrkan rumus:

DDCBO = S[(%WTB+%PKP) x IRBI x PoP xK)

Dimana

WIB : wilayah terdarpak bencana

PKP . prevalensi kerawanan pangan

IRBI . indeks kerawanan bencana

POP : jumlah penduduk

K . komsumi perkapita pertahun
2. Tahap 2

Menghitung Cadangan Beras Daerah ( CBD) disatu wilayah provinsi.
CBOD adalah jumiah CPBD, CBPK dan CBPD disatu wilayah provinsi.
Perhitungan CBD berdasarkan bardasarkan rumus :

CBD =05 % x DDCBD

Dimana
DDCBD: data dasar cadangan beras daerah.
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3 Tahap 3

Minghitung CBPP dan CBPK
a. CBPP
CBPP = 20% x CBD
Dimana
CBPP : cadangan beras pemerintah pusat
h CBPK
CBPK =[(A +P}/2]x 75% CBD
Dimana

(A). Froporsi APBD = Realisasi APBD Kabupaten/Kota
Jurniah Total Realisasi APRD Kabupaten/Kota

(B). Proporsi produksi = realisagiberas dikabupatenfkota
Jumiah total produksi kabupaten/kota

CBPK : Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

4 Tahap 4
Menghitung CBPD
CBPL : (5% x cbd) /jumlah desa dalam 4 (satu) provinsi

e Dirrana
CBPD: Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
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SMPIRAN || PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR :  ip TAHUN 2023
TANGGAL : % NOVEMBER 2023
TENTANG . PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Adhyaksa no. 43 Km 2. No. Telp/F ax- (0387} 22095

WAIKABUBAK

M

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada Nari il .o.oeeeveermeecereree TANGGAL L et e BUIAN © e vveeeecemrsemseeaneeennee
Tahun GUAADU «.eovveveee e, KEMIE yaNg bertanda tangan dibawah ini

L Nama  Jantje Lakumau, Sp
Jabatan - Kepala Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Sumba Barat sefelu ketua tm cadangan pangan daerah.
Alamat  waikabubak

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Ii. Nama :
Jabatan: Kepala Desa ..........
Alamat: Desa ........ Kecamatan ........

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
tahun .......... maka PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan
cadangan pangan berupa beras berumiah ...... Kg.

PIHAK KEDUA Bertanggung Jawab menyalurkan kepada Kemia Keluarga / KK
sasaran dengan membuat daftar bagi {sebagaimana terlampir) dan melaporkan kepada
PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dengan sebagaimana untuk dipergunakan seperiunya.

PIHAK KESATU PHAK KEDUA

Mengetahui

Camat




DAFTAR PEMBAGIAN BANTUAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

No | Nama KK Penerima | RTRW Jumiah Bantuan Yang | Tanda Tangan |
Diterima (Kg)

1

2

3

dst

Waikabubak,

Kepala desa/kelurahan






